
 
BUPATI BUTON UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 39           
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON UTARA, 
 

Menimbang  : a. bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, merupakan bentuk dukungan terhadap 
peningkatan kesejahteraan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas dan fungsi; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, 

mengamanatkan tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kembali terhadap 

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Buton Utara maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Buton Utara, perlu diubah untuk yang kedua kalinya; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara; 

   
 

 
 

SALINAN 



Mengingat   1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara                         
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4690); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6396); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 

Nomor 1); 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 39), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton 
Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita 

Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 61); 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara 

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1        

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 61 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 
39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 
61);diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, 

sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 22 
 

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima 

ratus ribu rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 11.000.000 (sebelas 

juta rupiah) per bulan; dan 
c. Anggota DPRD sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) per bulan. 

 
 



2. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai 

berikut:  
 

Pasal 23A 
 

(1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan transportasi. 
(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta 
rupiah); dan 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 11.750.000 (sebelas 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diberikan apabila tidak menggunakan 
kendaraan dinas jabatan berupa mobil. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. 

 
           Ditetapkan di Buranga  

            pada tanggal 21-6-2021 
 

BUPATI BUTON UTARA, 

 
ttd 

 
H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH 

 
 

Diundangkan di Buranga  

pada tanggal 21-6-2021 
 

  Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA, 

 
                   ttd 
 

 
     YUNI NURMALAWATI 

 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

LA ODE MARDAN MAHFUDZ 

NIP 19800714 200903 1 007 

 



 


